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Dari hasil evaluzsi kegiatan penﬁuluhan hukim dalzm rengka Progren -
Jaksa Masuk Desa (JMD) di daersh-daerah selama pericde 1981/1982,ter
nyata pada umumnyz telah memperoleh penilaian positif baik dari ka -
langan masyarakat pedesaan dan Pemerintah Daerah setempat maupun da-

i kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiz (Komisi LIT):

Xeadaan tersebut memberikan implikasi bahwa :

a. perlu dilakukan kegiatan lanjut penyuluhan hukum dalam rangka pe-

laksanaan Program JMD di daerah-daerah secara konsisten ;

b. penyuluhan hukum sesungguhnya merupakan kegiatan di bidang non -
yustisiil yang menjadi salah satu sarana penunjang dalam keberha-
silan pelaksanaan tugas Kejaksaan di bidang penegakan hukum (yus-
tisiil)s s

c. penyuluhan hukum dimaksudkan pula untuk memulihkan citra Kejaksa-
an, yakni Jaksa disamping selaku salah satu alat negara penegak -
hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum adalah juga se

bagai pengabdi kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan itu adslah mutlak bagi jajaran Kejakszan dari Pu -
sat sampai Daerah untuk memahami serta menghayati tentang arti, fung
si dan tujuan serta efektivitas hukum bagi masyarakat; sehingga hu -
kum itu bukan semata-mata merupakan sarana untuk'menindak" sajz, me-
lainkan benar-benar hukum itu oleh masyarakat dirasakan selaku 'pe -

ngayom dan pelindung” masyarakat.

Dengan mendasarkan kepada pemikiran tersebut, maka usaha uatuk me -
ningkatkan serta memantapkan pelaksanaan penegakan hukum adalah sa -
ngat tepat bilamana berbarengan dengan usaha pembinaan dan pembangun

an kesadaran hukum masyarakat.



o

u21 ini dikarenakan bahwa kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran
terhzdzp berlekunya hukum adalah merupakan dasar utama bagl penger-
tian terhadap dipatuhi dan dilaksanakannya hukum; sehingga dengan -
demikian make pelaksanaan penegakan hukum dan kesadarzn hukim masyz
+zkat adalah merupakan d u 2 masalah yang satu sama lain tidak da
pat dipisahkan, akan tetapi pengertiannya dapat dibedakan.

Pembinaan dan pembangunan Xesadaran hukum masyarakat antara lain di

lakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti :

a. penyuluhan hukum ;

b. penerangan hukum ;

c. pelayanan hukum secara cepat, tepat, murah dan sederhana serta -

tuntas.

Oich karena itu untuk meningkatkan serta memantapkan kegiatan penyu
luhan hukum dalam rangka Program JMD dalam tahun' 1982/1983 perlu di
tetapkan suvatu kebijaksanaan dasar yang merupakan penggarisan ope -

rasional yang menyeluruh serta terpadu dan terarah.



. Surai Jaksz Agung RI tanggal Z0 Maret 1682 Momox : R-055/A-6/371%81

perihal Program Penyuluhan Hukum.

. Surat Jaksa Agung RI tanggal 23 April 1981 Nomor : B-075/A-6/4/1981

perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Jaksa Masuk Desa.

urat Kawat Jaksa Agung RI (ttd SESKEJAG) tanggal 15 Mei 1981 Nemor
T-013/F/5/1981 perihal Pemberitahuan bahwa Program Jaksa Masuk Desa

9]

- tidak bersifat mutlak bilamana SIKON setempat tidak memungkinkan.

. Surat Jaksa Agung RI (ttd SESKEJAG) tanggal 15 Mei 1981 Nomor: B-1406

/E/5/1981 perihal Pemanfaatan Tenaga Jaksa Dalam Program JMD.

Surat Kawat Jaksa Agung RI (ttd SESKEJAG) tanggal 19 Mei 1981 Nemor
T-014/F/5/1981 perihal Petunjuk Bagi KEJATI Yang Telah Menyusun PFro
gram JMD Dan Pelaksanaannya Bulan Juli 1981 Agar Disesuaikan Dengan

Suasana Bulan Suci Puasa.

. Surat Jaksa Agung RI tanggal 5 Desember 1681 Nomoi : R-203/A-6/12/

1981 perihal Program Jaksa Masuk Desa.

Surat Kawat Jaksa Agung RI tanggal 12 Februari 1982 Nomor : T-001/F
-1/2/1982 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Penyuluhag/?enerang-

an Hukum Yang Dikcordinir Oleh Gubernur Setempat.

. Pengarahan Jaksa Agung RI secara lisan dalam Rapat PB. PERSAJA de -

ngan PD. PERSAJA (para XKAJATI) tanggal 24 Februari 1982 perihal Pe-

jaksanaan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Program JMD.

. Surat Kawat Jaksa Agung RI tanggal 24 Maret 1982 NomoT : TR-002/A-5

/3/1882 perihal



(1) untuk sementara tidak melakukan kegiatan penyuluhan hukum selama
masa kampanye dalam rangka harl pemungutan suara tanggal 4 Mel -

1982 dan masa penghitungan suara PEMILU 1982 ;

(2) selama waktu tersebut :

a. mengadakan evaluasi hasil kegiatan penyuluhan selama periode
1981./1982 5

b. mempersiapkan data / inventarisasi bidang hukum apa yang akan
dijadikan materi penyuluhan, desa mana yang akan dijadikan lo

kasi penyuluhan ;

c. petugas penyuluh mempersiapkan studi kepustakaan.

(3) kegiatan penyuluhan dimulai lagi setelah keadaan kondisi daerah

memungkinkan.
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III. BEBERAPA PENGERTIAN POKOK.

1. Program Jaksa Masuk Desa (JMD) adalah merupakan ‘suatu program khusus
 dilingkungan Kejaksaan disamping program lainnya (di Bidang Pembina-
an, Bidang Pengawasan Umum, Bidang Operasi dan Bidang Intelijen) da-
lam rangka menumbuhkan, membina dan meningkatkan kesadaran hukum ma-
syarakat terutama masyarakat pedesaan yang awam/buta hukum dengan ca
ra menyelenggarakan kegiatan penyulchan hukum oleh para Jaksa dengan
sistim pendekatannya secara langsung ("'getok tular", "door to doouv -

visit", "'face to face') dan secara "persuasif edukatif'.

7. Penyuluhan Hukum adalah rangkaian kegiatan yang terencana dan teror-

ganisir untuk :

a. menjadikan masyarakat menghayati hukum; dalam arti memahami dan -
menghayati ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan -
perundang-undangan yang mengatur kehidupannya sebagal orang 1orse

orangan, sebagai warga masyarakat dan sebagai warganegara;

b. meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga diharapkan se -
tiap warga masyarakat taat kepada hukum dan melaksanakan hak dan

kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh hukum tanpa paksaan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Program JMD, maka bobot penyululi-

'L hee

an hukum diarahkan kepada hukum yang menunjang pelaksanaan tugas

b

kok Kejaksaan, yakni di bidang penegakan hukum dengan tanpa mengehal

kan usaha-usaha ke arazh pembangunan di bidang hukum.

3. Metoda pendekataunya secara ’‘door to door yisit'; "face 1o face

tau secara "getok tular" dan secara "persuasif-edukatif' dikarena -

kan:

a. Secara "door to door visit" (kunjungan dari rumah ke rumah] we -

ngingat sasaran penyulunhan adalzh merupakan pembinaan kejiwzan ke
pada rakyat yang didatangi dari Tumah ke rumah, yang menuju ke a-

rah peningkatan taraf kesadaran hukum dari seseorzng ;
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karend itu kegiatan penyuluhan hukum tidak mungkirm cukup hanya -
Gilakukan melalui ceramah-ceramsh di gedung atau Balai Desa, pe-
masangan spanduk, slides, tulisan-tulisan yang dimuat dalam ma -
jalah atau surat kabar, pertunjukkan kesenian/sandiwara melalui
radic atauw televisi dan sebagainyz; melainkan diperiukan kegiat-
an-kegiatan yang menunjukken upaya-upaya apa yang menjadi hak -
dan kewajiban seseorang bukan hanya menggambarkan apa yang men -

jadi hak dan kewajiban seseorang..

Secara "face to face" artinya dapat secara langsung bertatap mu-

kz dan berbicara dari hati ke hati tanpa terikat dan terpengaruh
oleh formalitas; kesan yang akan diperoleh dalam acara tatap mu-

ka ini sangat penting bagi keberhasilan tugas penyuiuhan.

Secara "getok tular' dalam arti hasil dari penyuluhan melalui ca
ra tersebut butir a dan b diharapkan dapat tersebar kesannyz.ap-

presiasi dan manfaatnya oleh rakyat dipedesaan sendiri.

Secara “persuasif-edukatif" artinya melalui pembimbingan dengan

penuh ketekunan, kesabaran serta penuh pengertian dan penyampai-
an materi penyuluhan tidak dengan cara perintah, intimidasi apa-

lagi secara paksaan.

Oleh karena itu pelaksanaan penyuluhan hukum daiam rangka Program -

JMD harus dilakukan secara langsung; dzlam arti hazus ada petugas -

penyuluh yang akan memberikan penyuluhan dan cara pendekatannya se-

bagaimana tersebut diatas.

Kesadaran Hukum adalah nilai-nilai yang hidup dalam diri seseorang

tentang hukum yang ada atau yang diharapkan ada yang meliputi :

e

{5

C.

pemahaman tentang hukum ;
penghayatan tentang fungsi hukum ;

ketzatan terhadap hukum.
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Dengan demikian nampak jelas bahwa pembentukan kesadaran hukun ada-
lah merupakan suatu proses kejiwaan seseorang dan tidak mungkin 2 -

kan terjadi seketika melainkan memakan waktu yang lama.

Penerangan Hukum adalah suatu kegiatan yang terencana dan terorge -

nisir yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di -
bidang hukum.

Dalam kegiatan penerangan hukum lebih banyak menggambarkan apa yang
menjadi hak dan kewajiban seseorang, karenanya dapat dilakukan me -
lalui bentuk ceramah, pertunjukkan kesenian, sandiwara dan lain se-

bagainya.



IV. TUJUAN DAN MANFAAT.

5 Pl Tujuans

Tujuan penyuluhan hukum dalam rangka Program JMD adalah tidak sema-
ta-mata bertujuan sekedar agar warga masyarakat pedesaan yang semu-
la awam/buta hukum menjadi "melek'' hukum melainkan yang dijadikan -
sasaran akhir ialah agar tercapainya .kesadaran hukum yang tinggi di
,‘) masyarakat, .sehingga setiap warga masyarakat baik yang berada di pe
desaan maupun di kota menyadari serta memahami efek hukum terhadap
hak dan kewajibannya selaku warganegara sehingga norma hukum dapat

diwujudkan dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari.

B. Manfaat : .
1. Bagi Masyarakat : g ; A
- terhindarnya perbuatan sewénang—wenang dan tindakan "main ha -
kim sendiri®', sehingga dalam jangka panjang dapat menurunkan -
tingkat kriminalitas.
- adanya hukum dirasakan masyarakat bukan merupakan sebagai sa -
- , rana untuk "menindak' saja; melainkan hukum itu sebagal "penga

yom dan pelindung” mereka.

2. Bagi Kejakszan :

- memulihkan citra Kejaksaan, yakni Jaksa bukanlah merupakan apa
Tat negara yang ditakuti masyarakat atau merupakan momok bagl
masyarakat; melainkan dirasszkan oleh masyarakat bahwa Jaksa i-
tu benar-benar sebagai abdi kepentingan masyarakat dan sebagai
pengayom serta pelindung dari perbuatan kejanatan dan pelang -

garan yang dilakukan oleh pihak lain.
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V. SASARAN DAN LOKASI.

Pada dasarnya kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka Program -
JMD sasarannya ditujukan terhadap "masyarakat pedesaan yang awam
/buta hukum" dengan maksud agar mereka mengenal, memahami dan -
menghayati hukum sehingga mereka dapat melaksanakan hak dan ke -

wajibannya selaku warganegara.

Alasan dipilihnya masyarakat tersebut diatas, antara lain dida -
sarkan pada pemikiran bahwa kenyétaan menunjukkan bahwa masyara-
kat pedssaan seperti di desa yang terpencil memiliki kelemahan -
dalam hal tingkat pengetahuan hukum ; sehingga mereka tidak ja -
rang ditempatkan pada suatu posisi dimana mudah menjadi sasaran
eksploitasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan/atau yang -

ingin mencari keuntungan-Xeuntungan tertentu.

Dalam menetapkan sasaran .hendaknya diperhatikan faktor-faktor se
bagai berikut :

2. luas (kuantum dan wilayah) .serta majemuknya variabilitas po -

pulasi sasaran yang akan dijangkau ;

b. keterbatasan jangka jangkau usaha penyuluhan sendiri ysng an-
tara lain ditentukan oleh :

-. faktor beaya ;

sinya.

uqQ

- faktor yang menyangkut sumber daya manusia dzn seba

Kedua faktor tersebut pada angka 3 menuntut usaha pencapaian sa-

N

"

saran secara bertahap atas dasar kelayakan dan relevansi.
Implikasi dari hal ini adalah dianggap periu untuk menetapkan ke
lompok -kelompok sasaran yang harus “diprioritaskan' dalam proses

penyuluhan yang akan dilaksanakan.
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5. Untuk menentukan kelompok sasaran mana yang akan diprioritaskan,
perluv diperhatikan kondisi-kondisi yang terdapat dalam masyara -

kat berdasarkan kriteria tertentu, seperti :

2. Xerawanan dalam hal perilaku taat hukum dengan beberapz indi-
katornya seperti :

- tinggi rendahnya tingkat pelanggaran hukum dan variasi je -
nis pelanggaran mulai dari yang tingan sampai kepadaz yang -
terberat yang terdapat di kélangan warga masyarakat terten-
TG

- kuat lemshnya kecenderungan penyimpangan/pelanggaran hukum

pada kelompok masyarakat tertentu.

b. Kelemehan dalam hal tingkat pengetahuan hukum yang dimiliki -

oleh lapisan/kelompok warga masyarakat tertentu.

c. Posisi strategik warga masyarakat tertentu dalam struktur so-
sial lingkungannya yang memoerikan kekuatan untuk mempengayuil
warga masyarakat lainnya yang berjumlah lebih besar, seperti
para sesepuh desa; alim ulama; guru-guru dan tokch mésyarakat

desa lainnya.

R ok -aNs e

Lokasi penyuluhan adalah di desa-desa bukan di ibu kota Kecamatan -
atzu di ibu kota eks Kawedanzan ataupun di ibu kota Kabupaten.

Hal ini dikarenakan erat kaitannya dengan maksud serta tujuan Pro -
gram JMD, yakni dengan sikap. dan tindak Jaksa yang "me-rakyat' dan
dengan terjunnya secara langsung para Jaksa ke desa-desa selaku te-
naga penyuluh diharapkan agar masyarakat pedeszan tidsk merasa Iz -
kut pada Jaksa; malahan mereka merasa aman serta diayomi sila Jaksa

berada di sekitar mereka.



VI. TAHAPAN DAN WAKTU PENYULUHAN.

A. Tshapan kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka Program JMD disu -

sun sebagai berikut

1%

Tahap Pertama/friwulan I (April - Juni) :

a.

menghubungi PEMDA setempat untuk memberitahukan rencana a -
kan dilakukan kegiatan penyuluhan hukum dan memintakan data
data keadaan desa cq masyarakat yang dijadikan daerah sasar

an penyuluhan;

materi penmyuluhan disusun secara konsepsional;

para penyuluh melakukan studi kepﬁstakaan yang érat kaitan-
nya dengan'maxeri penyuluhan;

para petugas penyuluh oleh XAJARI diberikan pengarahan se -

periunya.

Taihp Kedua/Triwulan II (Juli - September) :

2.

-pata petugas penyuluh dibagi dalam kelompox penyulun terjun

ke daerah sasaran (catatan : masing-masing kelompok terdiri
atas 3 orang dan salah seorang diantaranya ditunjuk selaku

Ketua Kelompok].
memberikan penyuluhan sesuzi dengan ketentuan ;

memonitor segala pertanyaan/permasalzhan yang diajukan "au-
dience" dzn diusahakan seoptimal mungkin penyuluh mampu men

jawsb segala pertanyaan yang dizjukan dengan bahasa yang mm

dah difashami merska.

mendiskusikan segala permasalzhan yang timbul di masing-ma-

sing kelompok atzu dengan antar kelompok.

para petugas penyuluh turun ke lapangan untuk melakukan tin

dak lanjut penyuluhan yang telah dilakukan.

membuat laporan scmester I.
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3. Tahap Ketiga/Triwilan I11 (Oktober - Desember)

a. para petugas penyuluh turun ke lapangan untuk melakukan tin
dak lanjut penyuluhan sesuai dengan ketentuan.

b. pimpinan Kejaksaan setempat mengadakan evaluasi kegiatan pe
‘nyuluhan, yakni sejauh mana hasil penyuluhan dapat diserap

serta kemungkinan "feed back" dari masyarakat.

4. Tahap Keemnat/Triwulan'IV'(Januari'— Maret 1883)

a. para petugas penyuluh melakukan "chek and re-chek" terhadap
hasil kegiatan penyulunan yang telah dilakukan di daerah/de

sa Sasarai.

b. mempersiapkan data serta bahan-bahan lainnya untuk penyiap-
an kegiatan penyuluhan pada periode tahun berikutnya (1983/
1984).

c. pimpinan Kejaksaan setempat mengadakan evaluasi hasil kegi-

atan penyuluhan di wilayahnya selama periode 1932/1983.
d. membuat laporan semester II dan laporan tahunan.
Dengan demikian kegiatan penyuluhan oleh para peiugas penyulul ke
deca-desa dilakukan.sebanyak 4 (empat) gelombang, yaitu :
a. pada tzhap kedua/triwulén II sebanyak 2 (dua) kali;
b. pada tahap ketiga/triwulan ITI sebanyak 1 (satu) kali;
c. pada tahap keempat/triwulan ke IV sebanyak 1 (satu) kali.

Hal tersebut disesuzikan dengan dana/anggaran yang tersedia dalam

kegiatan operasionzl penyuluhan.

Waktu Penyuluhan

Suatu hal yang perlu menjadikan perhatian ialah saat yang Tepat -

untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan di daerah sasaran, yeug se

'S

lama ini pada umumnya 41 daerah-daerah dilakukan pada saat-saat -
Y P
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dimana para petani/masyarakat yang dijadikan sasaran penyuluhan -
sedang berladang atau bersawah ataupun berjualan di pasar.

Namun sebaliknya apabila kegiatan penyuluhan dilakukan pada malam
hari., uvmumnyz para "audience™ sudah lelah, sehingga peizksanazn -
penyuluhan hukum kemungkinan‘sekali kurang mendapatkan perhatian.
Sehubungan dengan keadaan tersebut maka untuk tepatnya pemilihan
saat mana yang dianggap tepat untuk pelaksanaan penyuluhan, dise-
rahkan kepada daerah-daerah (KEJARI) dengan memperhatikan kondisi

dan kebutuhan masyarakat setempat yang dijadikan sasaran.
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VII. MATERI PENYULUHAN DAN TENAGA PENYULUH.

Mzteri Penyuluhan :

Pertama-tama hendaknya dijadikan landasan materi hal-hal yang -

menyangkut masalah-masalah hukum yang pokok, seperti :

. arti dan fungsi hukum bagi masyarakat;
. tujuan hukum dalam masyarakat yang sedang membangun;

hukum sebagai kaidah sosial;

e 0 o R
'

kedudukan hukum adat dalam hukum positif;

-e. dan lain sebagainya.

Penyampaian materi hukum tersebut diatas, titik beratnya bukan

ditinjau dari segi .teoritis ilmiah ataupun dari segi filosofis;
melainkan hendaknya lebih diarahkan kepada kebutuhan praktis se
hari-hari, yakmi dalam rangka memupuk masyarakat pedesaan yang

awan/buta hukum untuk cinta terhadap hukum yang meliputi "IRI -

° KESADARAN', yakni :

(1) Kesadaran bermasyarakat dan berpemerintahan;

(2) Kesadaran akan kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang
undangan yang berlaku;

(3) Kesadaran untuk . lebih mengutamakan kepentingan umum atau na
sional dari pada mementingkan kepentingan pribadi atau go -

longan.

Materi yang disajikan dalam penyuluhan pada dasarnya-menyangkut
bidang-bidang hukum yang dibutuhkan masyarzkat setempat yang di
dasarkan atas hasil evaluasi yang mengarah pada hal-hal yang ue
nunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok Kejaksazan di bidang

penegakan hukum/yustisiil.

Materi penyuluhan yang menyangkut peraturan perundang-undangan

positif, cara penyampaiannya tidak perlu ditekankan pada :



a. segi penindakan atau penghukumannya ;

b. penunjukkan pasal-pasal dalam undang-undang dengan bahasa -
hukum;

melainkan yang penting ialah inti dan makna ketentuan yang di-

muat dalam peraturan perundang-undangan termaksud dikaitkan de
ngan pergaulan kehidupan dan penghidupan manusiaz dalam masya -
rakat.

Oleh karena -itu penyampaian.materi penyuluhan hendaknya disam-
paikan dengan bahasa sederhana yang mudah dimengerti dan dipa-
hami "audience", karenanya perlu disertai contoh-contoh kon -

krit, bshkan dapat diselingi dengan "humor" yang segar.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan huku- tahun 1981 /
1982 yang baru lalu, pada umumnya pertanyaan/permasalahan hu -
kum yang diajukan “audience! kepada petugas penyuluh berkisar

pada halfhal.sepérti dibawah ini :

a. Di bidang Hukum Piéana/Acara Pidana B AT
- kepada siapa harus mengadu apabila terjadi tindak pidana;
- bagaimana ‘perbedaan proses perkara pidana dan perdata;

- apakzh HANSIP di desa berwenang untuk menangkap dan Xepa-

la ‘Desa/Lurah menahan seseorang?

- mengapa terjadi pembedzan penjatuhan hukuman oleh Hakim -

dalam perkara pidana yang sama kasusnya ?

- apakah melakukan tindakan pembelaan diri apabila diserang

penjahat dapat dihukum atau tidak ?

- tidsk jarang terjadi seorang penduduk desa ditangkap dan
selanjutnya ditahan oleh pihak penguasa dan tidak lama Xxe
mudian dikeluarkan tetapi.perkaranya tidak tuntas disele-
saikan pengadilan apakah dalam hal ini orang yang Dersang

kutan dapat mengajukan tuntutan atas tindakan penguasa -

tersebut dan kepada siapa harus mengadukannya ?
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- dan lain sebagainya.
Dj. bidang Hukum Perdata/Acara Perdata :

- instansji mana yang berwenang menetapkan seseorang menja-
di akhli waris 7

- apakah sessorang anak angkat berhak menjadi akhli waris
dari orang tua angkatnya ?

- masalah perkawinan yang kedua kalinya dan perceraian di-
kaitkan dengan Undang-Undang Pokok Perkawinan.

- dan sebagainya.

Di bidang Hukum Agraria pada umumnya berkisar dibidang ma-

salah pertanzhan.

Di bidang Hukum Pajak, antara lain dikaitkan dengan Pajak
Daerah yang penetapan wajib pajak kadang kala dirasakan ku
rang tepat; ﬁisalnya_pengenaan pajak daerah atas sebidang
ténah/sawahryang kurang produktif lebih tinggi dari pada -

pengenaan pajak daerah terhadap tanah/sawah yang produktif.

Masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan pembangunan na

sional, antara lain menyangkut masalah seperti :

- masalah adanya kampanye keluarga berencana (KB) dikait -
kan dengan larangan penunjukkan gambar-gambar yang me -
nyangkut kesusilaan; apakah hal ini tidak merupakan pe -

langgaran atas ketentuan KUHP ?

- masalzh keterlzmbatan pengembalian kredit BIMAS oleh pa
ra petani dan demikian pula masalah kredit yang.diterima
oleh BUUD/KUD, apakah dapat dihukum dan bagazimanakah pe-
ngembalian kredit BIMAS terhadap sawahnya yang kena nama

dan sebagainya 7

Tenaga Penyuluh :

Perlu ada pemilihan tenaga penyuluh baik Jaksa maupun karyawan -

Tata Usaha Xejaksaan atas beberapa persyaratan sebagai berikut :
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1. Yang berwatak baik, dalam arti tidak mempunyai cacad cela da-
lam kehidupannya dan berdedikasi tinggi terhadap tugas kews -

jibanmnyza;

2. Menguasai materi pengetahuan hukum dan perkembangan hukum da-
lam Tancka pembangunan serta pembinaan hukum serta menguasail

adat-kebiasaan masyarakat setempat;

(92 ]

. Di daerah yang bersangkutan minimal telah bertugas selama 2 -
(dua) tahun berturut-turut dan diutamakan yang dikenal oleh -

masyarakat/daerah yang bersangkutan;

4. Memiliki kemampuan untuk mengungkapkan materl penyuluhan de -
ngan jelas dan dengan bahasa sederhana yang mudah dimengerti

serta dipahami masyarakat ;

5. Penampilannya tertib, sopan, tidak angkuh dan sombong:serta -

memiliki kepribadian yang menarik.
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pelaksanaan penyuluhan hukum dalam rangka Program JMD dapat -
gidshului dengan kegiatan-kegiatan'yang berupz phisik dalam batas ke-
mampuan yang tersedia dan selanjutnya dilakukan kegiatan secara non -
phisik, yakni melakukan kegiatan penyuluhan secara dati Tumah ke TU -

man ("'door to door visit')-

Secara phisik.bentuk kegiatannya perupa antara lain sepertl

- membuat gambar atzu membuat semacam ceritera bergambar (komik) yang
pada dasarnya menvisualisasikan bagaimana suati perbuatan yang di -
perbolehkan dan dilarang oleh hukum atau perbedazn proses perkara -
pidana dan perdata, dan sebagainyz.

Gambar tersebut dapat disimpan atau dipancangkan di Balai Desa atau

Madrassh dan tempat lainnya yang dianggaP strategis di desa ;

- membuat pagar dari batas desa, batas Tumah atau lorong di desa ysng
selanjutnya dikapur.
pada waktu penyuluhan dilangsungkan, kegiatan pmembuat pagar terse -
but dapat dijadikan tamzil yakni bahwa dengan adanya suatu pager -
yang'kokoh adalah meTupaxkan batas milik dari seseorang sehinggs ada
batas-pbatas tertentu yang patut dihormatl; demikian pula dalam hu -
%um ada hal-hal yang merupakan pagat yang patut pula dinormati yak-

ni adanya batas-batas Yang berupa kaidah-kaidah/norma-norma hukum.

Secara non phisik kegiatan penyuluhan dilaksanakan kunjungan
dari Tumah ke Tuman penduduk jesa dengan secara yekeluargaan GENgER
+idak merugikan tuan yumah, artinya setiap kelompok penyulub apabila
harus sampal Yermalam hendaknya mempawa perbekalan/logistik secuXup -

nya.

pPerwujudannya dapat dilakukan secara

- langsung oleh tenaga penyuluh dari lingkungan Kejaksaan;
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- dilaksanakan secarz bersama dengan instansi lain, seperti dengan -

PEMDA dan Mahasiswa ;

- dipadukan dengan Program ABRI Masuk Desz (AMD).

Kegiatan pelaksanaannya tidak dalam bentuk pidato atau ceramah mela-
inkan secara dialcog dan terbuka serta tidak perlu yang hadlir diha-
ruskan mencatatkan namanya dalam daftar hadir; mengingat masalah tum
buhnya kesadaran hukum harus timbul dari dalam lubuk hati geseorang,
bukan tumbuh dari luar terlebih-lebih akibat suatu paksaan atau in -

timidasi.
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IX. SASARAN PENGGUNAAN ANGGARAN.

Prinsip penggunaan anggaran penyuluhan hukum dalam rangka Pro -

J =

gram JMD didasarkan atas landasan :

"PENGELUARAN'SEHEMAT'MUNGKIN'DENGAN MENCAPAI HASIL YANG SEMAKSI-

MAL MUNGKIN".

B. Dalam batas anggaran yang tersedia sasaranhya meliputi :
1. Kegiatan ﬁi Bidang Pengendalian :

a. Pengadaan stationary (alat tulis menulis dan sebagainyal;
b. Pengadaan bahan-bahan pustaka:bag% tenaga penyuluh dan per

lengkapan data-data yang diperlukan;

c. Pimpinan Kejaksaan mengadakan nchek and re-chek ke daerah

penyuluhan.

8]

Kegiatan Di Bidang Operasional Penyuluhan :
‘a. Beaya untuk transport, logistik dan sebagainya.

b. Uang lelah para petugas penyulun.

C. Penggunasan anggaran tersebut hendaknya dilaporkan pada setiap la

poran semester.
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Laporan dari KEJARI dan KEJATI dilakukan sesuai dengan tahapan pe-
nyuluhan yang ditentukan, yakni dalam bentuk Laporan Semester I,II

dan Laporan Tahunan.

Laporan disampaikan kepada Jaksa Agung RI dengan tembusan para -

Jaksa Agung Muda.

Bentuk Laporan :

a. merupakan laporan biasa bukan bersifat laporan rahasia;

b. menggunakan sistimatika laporan biasz;

c. di tik diatas kertas berwarna putih;

d. di jilid;

e. dikirimkan melalui KEJATI yang bersangkutan disertai evaluasi -
hasil kegiatan penyuluhan diseluruh wilayah hukum KEJATI;

f. dilampirkan laporan dari masing-masing KEJARI dan bila memumg -

kinkan dalam laporan KEJARI disertai fotos kegiatan penyuluhan.

Jadwal pengiriman laporan ke Kejaksaan Agung :

a. Laporan Semester I paling lambat sudah diterima di Kejaksaan A-

 gung pada tanggal ‘15 September 1982.

b. Laporan Semester II berikut Laporan Tahunan paling lambat sudah

diterima di Kejaksaan Agung pada tanggal 15 Januari 1983.

Untuk memudahkan mekanisme arus surat-surat masuk di Kejaksaan A-

gung hendaknya pada sampul luar surat/laporan sebelah kiri ditulis

kxata-kata : "LAPORAN PROGRAM JMD"™.

- =y - e ——————
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Dengan ditetapkannya JUKLAK kegiatan penyuluhan hukum dalam rang-
ka Program JMD untuk tahun 1982/1983 ini, nampak jelas bahwa ke -
giatan penyuluhan hukum adalah merupakan suatu kegiatan khusus -
yang sifat dan tujuannya agak berbeda dengan kegiatan "penerangan

hukum". atau kegiatan penyampaian "informasi' Diasa.

. Diharapkan melalui JUKLAK ini akan dapat ‘terwujud kesatuan gerak

dan langkah yang terarzh dan terpadu dalam melaksanakan Program -
JMD di seluruh.lndohesia; sehingga akan mampu menunjang serta me-
lengkapi upaya-upaya pembangunan di bidang hukum secar serasi -
dan tertib q;lgﬁ rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat -

di pedesaan dan terciptanya ketertiban serta kepastian hukum.

. Sekaligus uszha ini untuk memulihkan citra Kejaksaan, baik selaku

salah satu aparat penegak hukum maupun .selaku pengabdi kepenting-

an masyarakat.

Dikeluarkan di : Jakarta.

Pada tanggal : : 18 Mei - 1982,




